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Hal Penyssuaian Tunjangan Panitera Pada
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Tembusan.

Pengadilan Tinggl

. 1. Para Kepala Kanwlil Direktorat Jenderai Perbendahargan

2. Para Kepala KPPN

. Memperhatikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Panitera

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang
Parubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SKAII2007
~Tentang Memberlakukan Buku | Tentang Pedeman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradiian, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administragl Tata Persuratan,
Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan keamanan,
Administras! Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan Badan Peradilan ol Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung
Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI,

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R Nomor 137/KMA/SK/X/2012
tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
143/KMA/SKVINAZ00T telah dlatur bahwa Tunfangan Panitera pada Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tingg! Tata Usaha Negara/Kepala Panitera
Pengadiian Militer Utama, Pengaditan Militer Tinggi sama dengan Tingkat Banding Tipe A
sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 dan berlaku sejak tanggal 24 Agustus
2007,

Penyesuaian besaran Tunjangan Panitera pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi
Agama dan Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara/Kepala Panitera Pengadilan Militer
Utama, Pengadilan Militer Tinggl agar segera dibayarkan dalam daftar gaji induk.
Kekurangan pembayaran gafi sebagal akibat penyesualan besaran Tunjangan Panltera
tersebut agar diajukan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk setelah
penyesuaian besaran tersebut dibayarkan dalam gaji induk.

Kepala KPPN agar menyampaikan makeud surat inl kepada satker yang berkepentingan.

Kepala Kanwll Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta mengawasi pelaksanaan surat
inl, _
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Démiklan untuk dipedomani,
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Ketua Mahkamah Agung RI



